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Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas
perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Burhan bln Lannai, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,
bertempat tinggal di Desa Pancaitana, Kecamatan Salomekko,

Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon |I.

Miliati binti Abd. Muin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di Desa Pancaitana, Kecamatan

Salomekko, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.
DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2
Desember 2013 vyang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Watampone Nomor 565/Pdt.P/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa pada bulan April 1993, para pemohon melangsungkan pernikahan
menurut agama Islam di Desa Lonrong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten
Bulukumba,, dinikahkan oleh Imam Desa Lonrong yang bernama
Mappisennang dengan wali nikah bernama Abd. Muin (ayah kandung
pemohon Il) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: Badwi bin
Lannai dan Abd. Rasyid bin Lannai dengan mas kawin berupa 2 petak sawah.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon | berstatus jejaka dan
pemohon Il berstatus perawan

3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat
semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada
larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum

Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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4. Bahwa setelah pemikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya

A Direki8M PHH78 AR ATREMAR ARG Re SaBIRAMIBRES a
@ j putusarﬂ%}ﬂ@%‘%&ﬂ{ﬂ%@iﬁmﬂﬂ orang anak masing-masing bernama:

= a. Karmila binti Burhan

b. Irmayana binti Burhan
¢. Adil Amri bin Burhan
d. Cika Ayu Lestari binti Burhan

5. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah,
sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk
alas hukum dalam pengurusan buku nikah dan akta kelahiran buat anak-

anaknya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon | dan pemohon Il

2. Menetapkan sahnya pernikahan antara pemohon | (Burhan bin Lannai)
dengan pemohon Il (Miliati binti Abd. Muin) yang dilaksanakan pada bulan
April 1993 di Desa Lonrong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba,

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon telah
hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat
sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan
pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah
mengajukan bukti surat berupa fotokopi kartu keluarga a n. Burhan Nomor
7308040205082961 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 13 April 2011, telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata cocok, bemeteria cukup. diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai

berikut:
Abd. Samad bin Sinrang, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kantor
Kelurahan Pancaitana, bertempat tinggal di Desa Manera, Kecamatan
Salomekko, Kabupaten Bone.
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Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada

Dif8kY¥ PedLaH“Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusén.ﬁﬁﬂWﬁn%ﬁbdﬂ%ﬁQS%' pemohon | dan pemohon Il karena saksi adalah
tetangga pemohon |.

- Bahwa pemohon | dan pemohon Il adalah pasangan suami-istri yang
menikah pada bulan April 1993 di Desa Lonrong, Kecamatan Ujung Loe,
Kabupaten Bulukumba,.

- Bahwa pemohon | dengan pemohon Il dinikahkan oleh imam Desa
Lonrong yang bernama Mappisennang, sedangkan wali nikah adalah
ayah kandung pemohon Il yang bernama Abd. Muin, sedangkan saksi
nikahnya laki- laki muslim bernama Badwi bin Lannai dan Abd. Rasyid bin
Lannai dengan mas kawin berupa 2 petak sawah.

- Bahwa pemohon | berstatus jejaka dan pemohon Il berstatus perawan
sewaktu keduanya menikah.

- Bahwa antara pemohon | dan pemohon Il tidak ada hubungan keluarga
dan tidak pernah sesusuan.

- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku
nikah.

2. Badwi bin Lannai, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel las,

bertempat tinggal di Desa Binccoeng, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon | dan Pemaohon Il karena saksi adalah
kakak kandung pemohon Il pemohon |.

- Bahwa pemohon | dan pemohon Il adalah pasangan suami-istri yang
menikah pada bulan April 1993 di Desa Lonrong, Kecamatan Ujung Loe,
Kabupaten Bulukumba,

- Bahwa pemohon | dengan pemohon Il dinikahkan oleh imam Imam
Desa Lonrong yang bernama Mappisennang, sedangkan wali nikah
adalah ayah kandung pemohon Il yang bernama Abd. Muin, sedangkan
saksi nikahnya laki-laki muslim Badwi bin Lannai dan Abd. Rasyid bin
Lannai dengan mas kawin berupa 2 petak sawah.

- Bahwa pemohon | berstatus jejaka dan pemohon Il berstatus perawan

sewaktu keduanya menikah.
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- Bahwa antara pemohon | dan pemohon Il tidak ada hubungankeluarga

DirektofFPATRSEA" RE¥&mah Agung Republik Indonesia
putusanimma%aar&&m?@ mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku
nikah.

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan

sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala
hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon pada
pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah pemohon adalah tentang
pengesahan nikah, bukanlah perkawinan polygami tanpa ijin dari Pengadilan
Agama dan karenanya perkawinan para pemohon tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum
di walayah Pengadilan Agama Watampone, dan karenanya, sejalan dengan
Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam majelis
berpendapat bahwa secara formal permohonan pemohon dapat diterima dan
dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukii
tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut di atas,
majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon | telah menikah secara agama Islam dengan pemohon I
yang dilangsungkan pada bulan April 1993 di Desa Lonrong, Kecamatan
Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Wali nikah bernama Abd. Muin ayah
kandung pemohon Il dengan maskawin 2 petak sawah dan disaksikan oleh 2
orang saksi nikah laki-laki muslim, baliq, serta belum pernah bercerai dan
hingga sekarang ini para pemohon masih tetap beragama Islam.

2. Bahwa antara pemohon | dengan pemohon Il tersebut tidak ada hubungan
muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan
perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau

tidak dalam masa iddah orang lain.
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Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut sehingga terbukb .bahwa perkawinan

O REREE SRS TNRA R A R E R A G e
putkELeNHan SehagaimARRErRebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat
(1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 KHI,

permohonan para pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada

bulan April 1993 di Desa Lonrong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten
Bulukumba, dapat ditetapkan keabsahannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i
berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah
yang berbunyi:

Artinya :

- Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan
dua orang saksiyang adil"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
maka permohonan para pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan
oleh karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada pemohon.
Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.

2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon | (Burhan bin Lannai) dengan
pemohon II (Miliati binti Abd. Muin) yang dilaksanakan pada bulan April
1993 di Desa Lonrong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba,.

3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim
Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013
M. bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 H, oleh Drs. Alimuddin Rahim,
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S.H., M.H.. sebagai ketua majelis. Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.. dan Dra.

DiréRtYr P Bu IS SR MARREMBATA A G REBUBIACh tdHsia
put@ggﬁ_ﬁ%@wﬂg%m sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis

dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Dra. Wakiah sebagai

panitera pengganti, dengan dihadiri pemohon | dan pemohon II.

Hakim Anggota |, Ketua Majelis,
ttd ttd
Drs.M.Yunus,K.S.H.,M.H. Drs.Alimuddin Rahim S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,
ttd
Dra Narniati S.H., M.H
Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Wakiah

Perincian Biaya Perkara.

1 Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 50.000,-
Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)
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